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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 166, TLN No.
4916), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 113/PMK.02/2012 (BN Tahun 2012
No.678), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana
telah diubah dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD, meliputi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Biaya layanan dan sejenisnya dapat diberikan
sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari
Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa biaya dimaksud
dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD. Pembayaran Perjalanan Dinas
dengan menggunakan mekanisme UP tunai dilakukan dengan memberikan uang muka
kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran. Pembayaran Perjalanan Dinas
dengan menggunakan UP KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kartu kredit pemerintah. Tata cara pengajuan tagihan
kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah
membayar oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar, clan penerbitan
surat perintah pencairan dana oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran, serta akuntansi clan pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban
pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada
pemberi tugas.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2023 dan diundangkan
pada tanggal 13 November 2023.



